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1. Pendahuluan
Keterbelakangan dan kemiskinan masih menjadi masalah pembangunan yang berkepanjangan. Dalam rilis terbaru BPS, jumlah penduduk miskin per September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70 persen). Jumlah ini menurun 250 ribu orang dibandingkan Maret 2016 yang tercatat 28,01 juta orang (10,86 persen). Namun hal yang perlu dicermati adalah disparitas jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan data September 2016, jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,28 juta orang (13,96 persen), sedangkan  di  perkotaan  10,49  juta  orang  (7,73  persen)  (http://www.transformasi.org /id/pusat-kajian/berita/perkotaan/).
Desa memang masih selalu dikonotasikan dengan keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan sejumlah dana guna mempercepat pembangunan dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Diharapkan dengan pengalokasian sejumlah dana yang cukup besar tersebut, desa mampu menjadi pusat -pusat pemtumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan mendorong kemandirian ekonomi masyarakatnya. Namun persoalan tidak sesederhana itu, ketersediaan dana yang memadai saja tanpa adanya konsep atau gagasan kreatif untuk menghasilkan inovasi tentu belum mampu menyelesaikan permasalahan mendasar penyebab kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk mengatasi problem utama pembangunan ekonomi diperlukan suatu terobosan baru yang dapat mengakselerasi hasil-hasil pembangunan sebagai mana yang diharapkan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes merupakan salah satu bentuk inovasi yang diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Namun sebagai sebuah inovasi tentunya belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Kenyataannya banyak desa yang gagal menjalankan BUMDes dikarenakan kurang siapnya desa dan potensi yang minim dari desa. Sebagaimana Police Paper Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) yang ditulis oleh Yunanto dkk (2014:3-4) menjelaskan ada sejumlah kelemahan yang secara inheren ada pada BUMDes, yaitu:
Penataan kelembagaan desa belum berjalan secara maksimal sehingga BUMDes pun belum dilembagakan dalam format kepemerintahan dan perekonomian desa.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel dan berkinerja baik.

Rendahnya   inisiatif   lokal   untuk   menggerakkan   potensi   ekonomi   lokal   bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga desa.

Belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan ekonomi kerakyatan.

Kurangnya responsivitas Pemda untuk menjadikan BUMDes sebagai program unggulan untuk memberdayakan desa dan kesejahteraan masyarakat (http://www.upstegal.ac.id/).

Masalah mengembangkan usaha milik desa juga menjadi lebih rumit karena sebagian besar usaha mikro kurang difasilitasi oleh akses  modal, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor pendukung bisnis lain (Sudaryana, Bambang, 2016).
Meskipun masih banyak ditemukan kendala, namun pembentukan BUMDes ini merupakan keharusan bagi desa-desa dalam rangka peningkatan perekonomian desa sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejak saat itu pemerintah mendorong dan memfasilitasi pendirian BUMDes di seluruh desa di penjuru nusantara. Lahirnya UU Desa tersebut membuat Kepala Desa dan jajaran-nya membutuhkan waktu untuk mempelajari peraturan-peraturan terkait berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDes di desanya. Sehingga tujuan menjadikan desa sebagai center of development benar-benar menjadi suatu hal yang nyata bukan hanya sekedar wacana.
Dengan  adanya  BUMDes  masyarakat  desa  diharapkan  dapat  mengembangkan inovasi sesuai dengan potensi dan kekuatan daerahnya sehingga pada gilirannya desa akan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif. Banyak desa di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan inovasi dan meningkatkan perekonomian masyarakat sejak dibentuknya   BUMDes.   Dalam   rangka   mendorong   perkembangan   inovasi   desa, Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) secara pro aktif telah memunculkan program inovasi Desa yang mendorong dan memfasilitasi  peningkatan  kapasitas  Desa  yang  diorientasikan  pada  RPJM  Kementrian Desa. 
Hingga akhir 2018 jumlah BUMDES telah mencapai 41.000 yang tersebar di 74.957 desa di Indonesia (sekitar 65%). Jumlah ini masih diharapkan terus bertambah sehingga setiap desa memiliki center of economic development. Namun demikian fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua BUMDes yang telah terbentuk memiliki perkembangan yang bagus. Bahkan pihak Kementrian Desa menyebutkan bahwa hampir 50% dari BUMDes tersebut tidak berkembang atau mati suri. Hal itu dikarenakan karena minimnya kemampuan pengelola serta lemahnya pembinaan dari aparatur desa.
BUMDEs sebagai sebuah inovasi bagi kehidupan ekonomi masyarakat desa tentu saja seperti inovasi lainnya memerlukan proses difusi inovasi agar sebuah perubahan atau inovasi dapat diterima dan didukung oleh seluruh stakeholder desa khususnya masyarakat desa itu sendiri. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemerintah dan masyarakat desa tersebut mampu berproses untuk mendirikan suatu badan usaha yang notabene merupakan hal baru bagi mereka. Penelitian ini difokuskan untuk mengembangkan model proses difusi inovasi desa khususnya dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes sehingga dapat digunakan untuk menyusun model pelembagaan inovasi desa yang lebih efektif.
2. Model dan Strategi Difusi Inovasi  Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Badan Usaha Milik Desa 
Model proses difusi inovasi diperlukan untuk menjelaskan bagaimana sebuah inovasi dan pembaharuan dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Sehingga dengan adanya model proses difusi inovasi ini akan membantu para implementor inovasi kebijakan untuk mendifusikan kebijakan atau program inovatif terutama yang menyangkut masyarakat luas, mengingat banyaknya variable yang dapat menjadi kendala dalam proses penerapan inovasi kebijakan dan atau inovasi sosial. 
Proses difusi inovasi pada individu tentu akan berbeda dengan inovasi untuk kelompok masyarakat yang lebih komplek karakteristik individunya. Program inovasi yang berupa rekayasa sosial (social engeneering) akan menghadapi tingkat kompleksitas yang tinggi dari aspek penerima program inovasi, mengingat program inovasi yang diusulkan tentu memerlukan kerjasama, partisipasi dan komitmen dari seluruh elemen kelompok atau masyarakat penerima manfaat inovasi tersebut. Roesmidi (2006, hlm. 10) menyatakan bahwa partisipasi berlaku sebagai suatu instrumen untuk kegiatan memobillisasi, mengorganisir, dan mengembangkan yang dilakukan oleh rakyat sebagai pemecah masalah yang utama di lingkungan sosial mereka. 
Salah satu persoalan yang masih menyebabkan terjadinya stagnasi inovasi kebijakan publik adalah masih dominannya peran leader atau pemimpin, ketergantungan bawahan terhadap leader membuat seluruh sistem tidak berjalan seperti yang diharapkan, bawahan cenderung pasif dan kurang melakukan inisiatif dan berpartisipasi dalam memecahkan permasalahan. Primemover perubahan adalah terletak pada pucuk pimpinan dalam hal ini Kepala Desa. Ketika Kepala desa kurang berinisiatif maka perangkat desa lainnya serta masyarakat desa pada umumnya cenderung akan bersikap pasif pula.
Sebagai sebuah lembaga profesional, BUMDesa harus mampu membangun sistem keorganisasian mandiri untuk menjalankan seluruh prosesnya sebagai lembaga usaha. Peran kepala desa adalah mendorong terciptanya BUMDes sebagai lembaga yang mampu secara profesional mengelola seluruh proses usaha dan memastikan proses itu berjalan dengan baik. Maka tidak berarti kepala desa boleh menentukan segala sesuatu yang harus dilakukan BUMDes. Hal ini dikarenakan BUMDes adalah lembaga usaha yang memiliki pertimbangan sangat berbeda dengan lembaga pemerintahan dalam mengambil sebuah keputusan. 
Konsep BUMDes berbeda dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. BUMDes mengharuskan partisipasi warga desa dalam seluruh proses kelahiran BUMDes. BUMDes juga mengharuskan dirinya ditangani orang-orang yang dipilih karena kapasitasnya dan bukan berdasar kedekatan personal dengan penguasa desa atau karena dulu kalah dalam Pilkades. Karenanya pemilihan pengurus BUMDes tidak boleh asal tunjuk saja.
Berikut adalah beberapa faktor yang mendorong keberhasilan proses difusi inovasi BUMDes di Desa Panggungharjo:
Facilitative Leadership
Peran kepala desa dalam pengelolaan BUMDES lebih merupakan fasilitator ketimbang atasan terhadap bawahannya. Pada semua desa yang BUMDESnya berhasil ternyata dipimpin oleh Kepala Desa yang penuh inisiatif dan inovatif. Bahkan hampir seluruh informan sepakat menyebut Kepala Desa sebagai seorang innovator sejati. Karena ide-ide kreatif yang dijalankan oleh BUMDes pada umumnya merupakan gagasan atau dorongan dari Kepala Desa. 
Transparansi dan Komunikasi
Salah satu prinsip yang dipegang teguh oleh kepala desa adalah pentingnya transparansi dalam menjalankan pemerintahan desa. Transparansi tercipta melalui komunikasi intensif dan suasana penuh kekeluargaan. Komunikasi kekeluargaan tidak hanya dibangun diantara perangkat desa tetapi juga dengan seluruh elemen pemerintahan desa yaitu BPD dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada. Sehingga suasana kondusif dapat tercipta jauh dari konflik kepentingan dan kekuasaan. Transparansi ini dilakukan untuk semua aspek termasuk gagasan awal pembentukan BUMDes dikomunikasikan secara transparan. Dengan demikian semua unsur dapat memahami dan menerima gagasan tersebut dengan baik.  Kunci sukses agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan dengan baik adalah transparansi pengelolaan yang dilakukan pengurus. Transparansi ini sangat penting sehingga pengelolaan dapat terbuka dan setiap orang dapat ikut melakukan pengawasan. 
Institutional design
Pembagian tugas dan wewenang serta alur komunikasi antar pengurus serta koordinasi dengan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta lembaga kemasyarakatan lainnya telah diatur sedemikian rupa tertib dan kondusif. Tugas, hak dan kewajiban masing-masing pemangku kepentingan telah diatur secara resmi berdasarkan kesepakatan bersama. Dialog yang dilakukan antara pemangku kepentingan berjalan dengan lancar dan efektif, dikarenakan sudah jelas tujuan dan manfaat yang akan didapat oleh masing-masing pemangku kepentingan. 
Collaborative process
Ansell dan Gash (2007) menggambarkan proses kolaborasi ini dapat berlangsung secara siklus, mulai dari dialog face to face, trust building, commitment to prosess, shared understanding, intermediate outcomes yang kemudian perlu dilakukan dialog lagi untuk mengevaluasi efektivitas kolaborasi dan menentukan apakah kolaborasi akan berlanjut atau tidak. Dialog antara pemangku kepentingan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri satu sama lain dengan tujuan yang dirumuskan secara transparan. Faktor kedua yang juga tidak kalah penting yaitu komitmen dan dukungan seluruh pengurus BUMDES dan semangat bekerja yang sangat tinggi. Faktor ketiga yaitu dukungan dan partisipasi masyarakat yang mau menjalankan semua arahan dari perangkat desa dan pengurus BUMDES untuk disiplin dan mengubah perilaku masyarakat. Dengan adanya pemahaman yang sama antara perangkat desa, pengelola BUMDES, dan seluruh stakeholders maka seluruh program BUMDES dapat berjalan dengan baik.  
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)Berikut adalah visualisasi model difusi inovasi BUMDes analisis penulis:




Keterangan Model
Tahap prekondisi dalam hal ini adalah suatu proses yang terjadi di luar kehendak kelompok masyarakat yang akan menerima inovasi. Dalam konteks inovasi kebijakan tentang BUMDes ini maka keberadaan kebijakan yaitu Undang-Undang nomor6 tahun 2014 menjadi substansi inovasi itu sendiri yang oleh Pemerintah Pusat selaku pembuat kebijakan disosialisasikan kepada Pemerintahan di bawahnya hingga pada level sasaran yaitu pemerintah Desa. Pada waktu bersamaan, proses komunikasi atau sosialisasi yang diberikan dengan berbagai saluran komunikasi yang digunakan akan ditangkap oleh pihak yang menerima sosialisasi yaitu dalam hal ini adalah Kepala Desa beserta Perangkat desa lainnya. Tujuan dari komunikasi dan sosialisasi tentunya adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman pihak penerima informasi. Tingkat pengetahuan dan pemahaman itu sendiri akan terbentuk bukan hanya dipengaruhi oleh strategi komunikasi dan sosialisasi yang digunakan tetapi juha dipengaruhi oleh kapasitas dan kemampuan SDM yang menerima informasi sehingga masing-masing individu tidak akan menghasilkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang sama satu sama lain.
Selanjutnya fase persiapan, fase ini berlangsung setelah terbentuknya pengetahuan dan pemahaman tentang substansi inovasi kebijakan yang dikomunikasikan. Kemudian pihak penerima informasi dengan tingkat pengetahuannya akan melakukan beberapa aksi sebagai bentuk aktif dari pemahaman yang telah mereka miliki. Aktor yang paling berkompeten dengan inovasi BUMDes ini adalah Kepala Desa. Atau dalam konteks implemetasi kebijakan publik, kepala desa adalah implementor utama dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47/2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa. 
Kapasitas Kepala desa mewakili variabel sumber daya khususnya sumber daya manusia (SDM) yang mana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang dalam hal ini adalah tentang pembentukan BUMDes.  Secara riil faktor utama yang menentukan keberhasilan proses difusi inovasi adalah kapasitas si penerima informasi yaitu kepala desa dan jajarannya. Karena kapasitas SDM akan menentukan tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang inovasi dan bagaimana menerapkannya. Dalam hal ini diperlukan pemimpin yang mampu memahami dan menyerap informasi tentang manfaat dan keuntungan jika menerapkan inovasi tersebut dalam waktu yang relative singkat. Pemimpin dituntut berperan sebagai inisiator dan sekaligus sebagai fasilitator bukan sebagai implementor. Karena BUMDes adalah lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan bisnis dan tidak bisa diintervensi oleh kepentingan kekuasaan tertentu, walaupun dalam proses pembentukannya kepala desalah yang paling banyak berperan. Pada tahap ini, banyak ide dan gagasan kreatif namun realistic yang perlu dimunculkan. Kerealistisan gagasan yaitu ide unit usaha yang dikembangkan hendaknya yang berbasis potensi lokal. 
Selanjutnya masih terkait dengan kapasitas SDM, kepala desa dengan kemampuan manajerialnya dituntut menggerakkan seluruh elemen pemerintahan desa secara partisipatif untuk menyusun rencana implementasi inovasi. Dalam konteks teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones, terdapat 3 fase implementasi kebijakan yaitu tahap interpretasi, organisasi dan aplikasi. Maka tahap instutional design ini hampir sama dengan tahap pengorganisasian. Pada tahap ini kepala desa bersama jajarannya dan seluruh pemangku kepentingan desa tersebut secara partisipatif merancang organisasi BUMDes beserta kejelasan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kelembagaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kejelasan rancangan organisasional ini akan mendorong warga masyarakat untuk menerima inovasi karena sudah memiliki gambaran yang konkrit bagaimana inovasi tersebut akan diterapkan. Sebaliknya apabila tahap institusional design ini tidak berhasil dirumuskan dengan jelas maka kemungkinan difusi inovasi kurang berjalan dengan baik karena minimnya keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan manfaat BUMDes.
Setelah variabel institusional design, variabel berikutnya adalah komunikasi dan transparansi. Segala sesuatu terkait ide, gagasan, desain kelembagaan, rencana struktur kepengurusan hingga rencana penganggarannya perlu dikomunikasikan secara transparan kepada seluru pemangku kepentingan di desa tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan kepentingan selain hanya untuk kepentingan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu inovasi hendaknya dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik pemerintah desa, masyarakat dan semua pihak yang terkait (stakeholders) yang tentunya harus dibangun atas dasar tujuan bersama yang saling menguntungkan. Dengan adanya komunikasi dan transparansi, maka semua pihak akan mendapat informasi yang proporsional dengan harapan dapat mempermudah proses difusi dan penerimaan inovasi. Adopsi inovasi juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kemampuan seseorang. Sebelum seseorang memutuskan untuk mencoba hal baru, orang tersebut biasanya bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka mampu melakukannya. Jika seseorang merasa mereka bisa melakukannya, maka mereka akan cenderung mangadopsi inovasi tersebut. Selain itu, dorongan status juga menjadi faktor motivasional yang kuat dalam mengadopsi inovasi.
Dengan komunikasi dan transparansi yang dibangun, maka diharapkan akan terbentuk dukungan dan partisipasi dari seluruh stakeholders. Dukungan dan partisipasi stakeholders sangat diperlukan untuk meyakinkan sekali lagi apakah keputusan yang nantinya akan diambil benar-benar menjadi keputusan bersama. Bentuk dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan ini dapat dalam bentuk aktif maupun pasif. Dalam bentuk aktif antara lain dengan memunculkan ide-ide dan gagasan yang mendorong percepatan adopsi inovasi. Sedangkan dalam bentuk pasif, paling tidak pemangku kepentingan yang kurang sependapat tidak melakukan aksi-aksi yang dapat mengganggu penerimaan dan penerapan inovasi.  Simultan dengan adanya variable dukungan dan partisipasi, maka akan terbentuk komitmen, yaitu merupakan pengakuan seutuhnya, sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen sangat diperlukan bagi pengambilan keputusan untuk menerima inovasi dan menerapkannya dengan sungguh-sungguh.
Fase selanjutnya atau fase terakhir dalam proses Difusi Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Badan Usaha Milik Desa adalah keputusan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan inovasi kebijakan yaitu pembentukan BUMDes. Setelah melalui tahap prekondisi dan tahap persiapan, maka pada tahap adopsi inovasi akan lebih lancar dan kegiatan atau aktivitas BUMDes yang dibentuk akan benar-benar berkesinambungan. 
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